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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana 

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang 

melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan 

Kemendukbangga/BKKBN. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan 

BKKBN D.I. Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka 

mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-  2029. 

Sesuai dengan arahan Presiden kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, 

Kemendukbangga/BKKBN tidak membuat visi dan misi tersendiri namun mendukung 

visi dan misi Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia 

Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam mendukung Visi Presiden RI 2025 

2029 tersebut maka formulasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi 

Presiden adalah "Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan 

Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia 

Emas 2045". Peran Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta dalam mendukung 

"Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas 

untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui 

"Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan KB, Kualitas Kebijakan Kependudukan 

dan Pengendalian Penduduk serta Kualitas Pembangunan Keluarga". 

Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN adalah 

"Mendukung Misi Presiden melalui Penyelenggaraan Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga". Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta dalam 

mewujudkan Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui: 

1 .  Mengintegrasikan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam 

RPJPD, RPJMD melalui penyusunan serta pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan 

Kependudukan (PJPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

2. Merancang, menyiapkan dan melakukan kegiatan terkait pembangunan keluarga 

berbasis siklus hidup dengan mengoptimalkan kelompok kegiatan, 

3 .  Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana dengan mengoptimalkan 

seluruh fasilitas kesehatan untuk bekerjasama dengan BKKBN dalam pelayanan 



KB dan meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana serta ketersediaan 

kontrasepsi, 

4. Melakukan kajian serta pemanfaatan hasil pemutakhiran pendataan keluarga, 

pengelolaan dan optimalisasi Sistem Informasi Keluarga, pengembangan 

dashboard dan sistem informasi dengan mengoptimalkan website dan 

mengoptimalkan media sosial resmi untuk kampanye program Bangga Kencana, 

5. Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, fasilitas 

kesehatan, organisasi sosial, sektor swasta dan pemberdayaan kelompok kegiatan, 

tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi 

berbasis komunitas, 

6. Penguatan struktur dan tata kelola organisasi unit kerja, peningkatan kualitas 

layanan publik, dan pelatihan teknis program Bangga Kencana serta pengukuran 

kinerja SDM berbasis target, output dan outcome. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud komitmen Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan Renstra. Pada Perjanjian Kinerja ditetapkan 6 

sasaran strategis, yaitu: 

1 .  Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga; 

2. Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15 - 19  tahun; 

3 .  Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan pengendalian 

penduduk; 

4. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi; 

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program 

Bangga Kencana; 

6. Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan 

Berintegritas untuk Melayani Masyarakat; 

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 43 (empat puluh tiga) indikator 

kinerja yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator Tujuan yang merefleksikan keberhasilan 

penyelenggaraan program Bangga Kencana, 6 ( enam) Indikator Sasaran Strategis, 14 

(empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan, dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja 

Rincian Output [RO] yang terdiri atas 15  (lima belas) kegiatan regular dan 5 (lima) 

kegiatan tagging ProPN. Semua indikator tujuan dapat dicapai dengan skala sangat 



baik (biru) dengan persentase capaian sebesar 98,24%- 115,44%. Dari enam indikator 

sasaran strategis, terdapat dua indikator yang dicapai dengan baik (hijau) yaitu 

Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)/Unwanted Pregnancy dengan capaian 

67,07% dan Angka Kelahiran remaja umur 15 - 19  tahun/Age Specific Fertility Rate 

(ASFR 15-19)  dengan capaian 73,06%. Empat indikator lainnya dicapai sangat baik 

dengan capaian sebesar 90,41 % -  114,89%. Terdapat satu indikator kinerja kegiatan 

yang dicapai cukup sebesar 33,33% yaitu Presentase kabupaten/kota dengan capaian 

iBangga di atas capaian iBangga provinsi dan satu indikator kinerja kegiatan yang 

dicapai baik sebesar 66,67% yaitu Persentase kabupaten/kota dengan capaian 

Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modem di atas capaian provinsi. 

Semua indikator kinerja RO baik kegiatan regular maupun tagging ProPN dapat 

dicapai dengan capaian sebesar 97%-  100% (sangat baik). 

Realisasi anggaran Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2025 sebesar 

94,25% termasuk anggaran blokir (RO Cadangan). Apabila tanpa memperhitungkan 

anggaran blokir (RO Cadangan) maka realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 99,20%. 

Selama periode tahun 2025, alokasi anggaran terealisasi dengan baik meskipun belum 

100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai 

sasaran strategis berjalan efektif dan efisien. 

Pengelolaan program dalam rangka mencapai kinerja baik tidak hanya dicapai 

melalui serangkaian pencapaian penetapan kinerja (outcome/output), tetapi juga 

melalui percepatan peningkatan kinerja manajerial organisasi secara internal, 

melakukan pengelolaan reformasi birokrasi, pengelolaan anggaran yang akuntabel, 

penyempumaan pengelolaan kinerja, meningkatkan pengelolaan barang dan jasa serta 

Barang Milik Negara (BMN), peningkatan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dan penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 

(ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perwakilan BKKBN Provinsi merupakan unit pelaksana Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat daerah 

yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 

82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi. Dalam menjalankan perannya, 

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta berpedoman pada kebijakan nasional di 

bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan pembangunan keluarga, 

serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

Secara kelembagaan, Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan 

kebijakan teknis, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat, 

serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

terkait. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029 (Asta Cita), BKKBN 

berkontribusi langsung terhadap agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) 

pada RPJMN 2025 2029, yaitu Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem 

Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui 

Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, 

Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; Prioritas Nasional 4 Memperkuat 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, 

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 

perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan Prioritas Nasional 6 

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, 

Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang 

melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat 

untuk mendukung agenda prioritas tersebut. 
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Dasar hukum yang mengatur tentang Perwakilan BKKBN D.I. 

Yogyakarta sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 ,  tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

3 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 1  Tahun 2024 tentang 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional; 

5 .  Peraturan BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi; 

6. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 292/KEP/B4/2023 tentang Sistem 

Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN; 

7. Surat tugas Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Nomor 

3533/KP.07/J13/2025 Tanggal 28 Mei 2025 dengan perubahan nomor 

7841/HK.02.02/113/2025 Tanggal 29 Agustus 2025. 

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi, tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN provinsi sebagai berikut : 

1. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi yang selanjutnya disingkat Perwakilan BKKBN Provinsi berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional; 

2. Perwakilan BKKBN Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala; 
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3. Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas BKKBN di provinsi; 

4. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional 

di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

5. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 

6. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan 

hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 

8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di 

bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

9. Pelaksanaan tu gas administrasi umum; 

10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

1 1 .  Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

Berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 

292/KEP/B4/2023 tanggal 21  Desember 2023, diterbitkanlah Surat Tugas 

Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Nomor 3533/KP.07/J13/2025 

Tanggal 28 Mei 2025 yang diperbaharui dengan Surat Tugas Kepala 

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Nomor 7841/HK.02.02/J13/2025 

tanggal 29 Agustus 2025. Sistem kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta 

dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yakni Mohamad Iqbal Apriansyah, 
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S.H., M.P.H. dan membawahi 1 (satu) Sekretaris serta 10 (sepuluh) Tim Kerja. 

Adapun bagan organisasi Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Bagan organisasi Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta Tahun 2025 

Ditinjau dari profil demografi pegawai, kondisi Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta per Desember 2025 adalah 

sebagai berikut: 

1 .  Jumlah pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta data 

per Desember 2025 ada 303 ASN. Dengan rincian 98 PNS kantor, 2 1  

PPPK Kantor, 4 pegawai penugasan dan 180 pegawai di lini lapangan 

seperti diagram berikut: 

················································  

<X8<x 
4 d c s  

=g£KG$±252.ea3 
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• PNS Kantor • PPPK Kantor Widyaiswara PKB/PLKB 

Gambar 1.2 Diagram Status Kepegawaian Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

2. Untuk pegawai dalam kantor, dilihat dari jabatan terdapat 2 orang pejabat 

struktural, 61 pejabat fungsional dan 35 pejabat pelaksana sebagaimana 

terlihat dalam diagram berikut: 

Struktural; 2; 2% 

�--- 

• Struktural Fungsional Pelaksana 

Gambar 1.3 Diagram Jabatan Pegawai Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

3.  Pejabat Fungsional berjumlah 61 pegawai terdiri dari 55 Pejabat 

Fungsional Keahlian dan 6 Pejabat Fungsional Keterampilan seperti 

terlihat dalam diagram berikut: 

················································· . 

<X8<x 
4 d c s  
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JF Keterampilan; 6; 

JF Keahlian ■ JF Keterampilan 

Gambar 1.4 Diagram Jabatan Fungsional Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

a. Jabatan Fungsional Keahlian terdapat 55 pegawai dengan rincian JF 

Ahli Madya 8 pegawai, JF Ahli Muda 15  pegawai, dan JF Ahli 

Pertama 32 pegawai seperti terlihat dalam diagram berikut: 

JF Ahli Muda; 15; 27% - . , .  

■  JF Ahli Madya JF Ahli Muda ■ JF Ahli Pertama 

Gambar 1.5 Diagram Jabatan Fungsional Keahlian Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

b. Jabatan Fungsional Keterampilan terdapat 6 pegawai dengan rincian 

Penyelia 1 pegawai, Terampil 5 pegawai seperti terlihat dalam 

diagram berikut: 

················································· . 

<X8<x 
4 d c s  
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Penyelia Terampil 

Gambar 1.6 Diagram Jabatan Fungsional Keterampilan Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

4. Tenaga di lini lapangan atau Penyuluh KB (PKB) berjumlah 180 pegawai 

terdiri dari PKB dengan status PNS sebanyak 138 pegawai, PPPK PKB 

sebanyak 42 pegawai. PKB dengan status PNS terdiri dari 17 PKB Ahli 

Pertarna, 29 PKB Ahli Muda, dan 74 PKB Ahli Madya. Sedangkan, untuk 

PLKB dengan status PNS berjumlah 18  pegawai terdiri dari 6 PLKB 

Terampil, 2 PLKB Mahir, dan 10 PLKB Penyelia. Klasifikasi terse but 

terlihat dalam diagram berikut: 

PLKB Mahir; 2, 2% PLKB Terampil; 6; 4% 

PLKB Penyelia; 10; 7% 

ertama: 17; 

• PKB Ahli Madya • PKB Ahli Muda • PKB Ahli Pertama • PLKB Penyelia • PLKB Mahir • PLKB Terampil 

Gambar 1.7 Status PKB Perwakilan BKKBN 

D.I. Yogyakarta per Desember 2025 

················································· . 
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5.  Sebaran PKB/PLKB di Kabupaten/Kota yaitu terdiri dari Kab. Bantul 43 

pegawai, Kab. Sleman 35 PNS, Kab. Gunungkidul 41 pegawai, Kab. 

Kulon Progo 33 pegawai, Kota Yogyakarta 28 pegawai. Klasifikasi 

tersebut terlihat dalam diagram berikut: 

PKB/PLKB 

Kab. Bantu I Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Kota Yogyakarta 

Gambar 1.8 Sebaran PKB di Kabupaten/Kota per Desember 2025 

C. Mandat dan Peran Strategis 

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju 

Indonesia Emas 2045". Dalam mendukung Visi Presiden RI 2025 -2029, 

maka formulasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi Presiden 

adalah "Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan 

Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2045". Berdasarkan visi tersebut, peran strategis BKKBN 

adalah "Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan KB, Kualitas Kebijakan 

Kependudukan dan Pengendalian Penduduk serta Kualitas Pembangunan 

Keluarga". 

Secara mandat kelembagaan, Kementerian Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga/BKKBN menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang meliputi pengendalian 

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga 

berkualitas. Mandat tersebut mendukung agenda pembangunan nasional, 

khususnya Asta Cita ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan 

negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, 

················································· 
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energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Asta Cita ke-4 

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan 

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan Asta Cita ke-6 

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, 

Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 

Dalam implementasinya, untuk mendukung pembangunan sumber daya 

manusia yang unggul dan sehat, BKKBN berperan melalui percepatan 

penurunan stunting, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga 

berencana, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta penguatan peran 

keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak. 

Selanjutnya, dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga dan 

pembangunan sosial yang inklusif, BKKBN berperan melalui penguatan 

ketahanan dan kualitas keluarga, pemberdayaan keluarga melalui Bina 

Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, serta pengembangan Pusat Informasi 

dan Konseling Remaja. 

Dengan demikian, Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta melaksanakan 

mandat tersebut melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, serta 

pengendalian pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah D.I. 

Yogyakarta guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional 

tersebut di tingkat daerah. 

D. Program Reformasi Birokrasi 

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan 

terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama 

pembangunan nasional. Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah 

dilakukan di Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta dapat dilihat dari hal-hal 

berikut: 

1 .  Pelaksanaan Sistem Kerja Barn bagi ASN 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang 

pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

serta Peraturan Presiden Nomor 18 1  Tahun 2024 yang mengatur 

kedudukan dan peran BKKBN dalam struktur Kementerian Kependudukan 

················································· 
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dan Pembangunan Keluarga, yang keduanya ditetapkan pada tanggal 5 

November 2024, maka pada tahun 2025 Perwakilan BKKBN D.I. 

Yogyakarta mengajukan usulan penyederhanaan Struktur Organisasi di 

lingkungan Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta sebagai bentuk 

penyesuaian kelembagaan serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyederhanaan Struktur Organisasi di 

Lingkungan Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta termuat dalam Surat 

Tugas Nomor 2557/HK.02.02/113/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang 

menetapkan sistem kerja di Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta dengan 

10 (sepuluh) tim kerja. 

2. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja 

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta pada tahun 2024 telah berhasil 

memperoleh predikat ZI-WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat ini diberikan kepada unit kerja 

yang telah memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, 

penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Pada tahun 2025, 

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta melanjutkan pelaksanaan dan 

penguatan pembangunan ZI-WBK secara berkelanjutan guna menjaga 

konsistensi penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan 

akuntabel. 

E. Permasalahan, Tantangan dan Peluang 

E.1 Permasalahan dan Tantangan 

I. Total Fertility Rate (TFR) rendah dan tren penurunan kelahiran D.I. 

Yogyakarta memiliki Total Fertility Rate sekitar 1 ,83 anak per wanita 

usia subur (WUS), jauh di bawah replacement level 2, 1 dan termasuk 

terendah secara nasional. Jumlah kelahiran riil menunjukkan tren 

menurun secara signifikan, dengan angka berturut-turut: 38.567 

(2021), 36 .019 (2022), 35.205 (2023), 32.649 (2024), dan 29.787 

(2025). Kondisi ini berpotensi memunculkan tantangan demografis 

jangka panjang. 
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2. Implikasi rendahnya fertilitas terhadap kebijakan program KB/KR 

Rendahnya fertilitas menuntut pendekatan KB/KR yang lebih 

asimetris dan kontekstual, tidak hanya berfokus pada penurunan 

angka kelahiran, tetapi pada kualitas keluarga, kesehatan reproduksi, 

dan perencanaan keluarga yang sesuai kebutuhan generasi muda, guna 

menghindari ketidakseimbangan struktur penduduk di masa depan. 

3. Tingginya Unmet need Pasangan Usia Subur(PUS) 

Persentase Unmet need masih relatif tinggi dan bervariasi antar 

kabupaten/kota. Faktor mitos, ketakutan efek sampmg, serta 

keterbatasan kualitas konseling berkontribusi pada risiko KTD. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan KIE, kualitas konseling, 

peningkatan mCPR, dan Method Information Index (MII). 

4. Kualitas dan konsistensi data yang belum sepenuhnya merata 

Masih terdapat tantangan dalam menjamin kualitas, kelengkapan, dan 

konsistensi data keluarga dan kependudukan, terutama pada tingkat 

kabupaten/kota hingga lini lapangan. Perbedaan kapasitas SDM 

pengelola data, ketepatan waktu pemutakhiran, serta variasi 

pemahaman terhadap definisi operasional indikator berdampak pada 

kualitas data yang digunakan dalam perencanaan, dan evaluasi 

program. 

5. Keterbatasan infrastruktur dan dukungan Teknologi Informasi (TI) di 

beberapa wilayah 

Sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan perangkat, 

jaringan, dan keandalan sistem pelaporan berbasis website (misalnya 

Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan), yang berdampak 

pada keterlambatan pemutakhiran data, kualitas pelaporan, serta 

menurunnya motivasi tenaga lapangan. 

················································· 
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6. Tingginya proporsi penduduk lansia 

Penduduk lansia D.I. Yogyakarta telah mencapai 17,4% dengan angka 

hara pan hid up ± 7 5 tahun, tertinggi di Indonesia. Kondisi ini 

memerlukan penguatan layanan publik inklusif dan kolaboratif, 

didukung regulasi daerah seperti Perda D.I. Yogyakarta No. 3 Tahun 

2021 dan Pergub D.I. Yogyakarta No. 14 Tahun 2024. 

7. Kompleksitas sistem pelaporan program 

Banyaknya aplikasi dan portal pelaporan dari berbagai kegiatan yang 

dijalankan menimbulkan beban administratif tinggi bagi PKB dan 

Petugas Lapangan KB (PLKB), sehingga diperlukan integrasi sistem 

pelaporan agar lebih efisien dan mudah digunakan. 

8. Berkurangnyajumlah PKB dan PLKB 

Sebanyak 52 PKB dan PLKB diproyeksikan puma tugas dalam tiga 

tahun ke depan. Kondisi ini berpotensi mengurangi jangkauan layanan 

dan efektivitas program jika tidak diimbangi dengan penyiapan tenaga 

pengganti yang kompeten. 

9. Belum optimalnya partisipasi lansia dalam SIDAYA (Active ageing) 

di D.I. Yogyakarta 

Partisipasi lansia dalam Program SIDAYA masih terbatas akibat 

faktor fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga berdampak 

pada rendahnya keterlibatan dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, 

Sekolah Lansia, dan kegiatan ekonomi produktif. 

10 .  Terbatasnya cakupan kegiatan BKB 

Dari 188 .557 keluarga sasaran, baru 38.883 keluarga (20,62%) yang 

terlayani melalui 1 .529 kelompok BKB, menunjukkan keterbatasan 

jangkauan dan partisipasi keluarga dalam pengasuhan anak usia dini. 
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1 1 .  Tantanganfatherless dan penguatan peran ayah 

Fenomena fatherless masih signifikan, dengan sekitar 25,8% anak 

mengalami keterbatasan keterlibatan ayah. Kondisi ini memerlukan 

intervensi strategis untuk penguatan peran ayah dalam pengasuhan 

dan ketahanan keluarga. 

12 .  Perlunya metode khusus untuk menjangkau remaja dalam upaya 

edukasi dan promosi program terkait ketahanan remaja 

Karakteristik remaja yang dinamis, mobilitas tinggi, dan isu 

multidimensional (kesehatan mental, adiksi gawai, kekerasan) 

menuntut pendekatan edukasi partisipatif, berbasis peer education, 

dan ramah digital, yang saat ini masih terbatas fasilitatomya. 

E.2 Peluang 

1 .  Penguatan kebijakan berbasis data dan bukti 

Ketersediaan data mikro keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga 

(SIGA), Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, serta Verifikasi dan 

Validasi Keluarga Berisiko Stunting (Verval KRS) menjadi modal 

utama dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based 

policy . ) Data terse but dapat dioptimalkan untuk meningkatkan 

kualitas perumusan kebijakan, penajaman sasaran program, serta 

monitoring dan evaluasi capaian indikator strategis BKKBN, 

khususnya di bidang kependudukan, pengendalian penduduk, dan 

pembangunan keluarga. 

2. Optimalisasi peran data dan TI 

Peran data dan TI semakin strategis dalam meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui penyediaan data 

yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Pemanfaatan data dan TI 

juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif serta 

penguatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

················································· 
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